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PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Stn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut

di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

I, (cmpat dan tanggal
lahir di | GGG . B tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan [
Bl tcmpat kediaman di [N
I
I scb:gei Penggugat;

melawan

I cmpat dan tanggal lahir di [EEEEEEEEEEEE
I v B tahun, agama Islam,
pendidikan ~ SLTA, pekerjaan Honorer |l
B <npat kediaman [N
|
I <cbagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan

perkara ini;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04
November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani
Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Stn, tanggal 04 November 2021 dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah

pada hari Kamis tanggal | N NN yano dicatat oleh [N
I - s.ai Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor [

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [ | | |
|
kurang lebih 10 bulan, dan menjadi kediaman bersama,;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan

Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama | G
I (o Anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

4, Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan

Desember 2020, hal ini disebabkan karena :

a. Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata
cerai;
b. Tergugat Tidak ada lagi komunikasi dengan penggugat;
C. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi

meninggalkan kediaman bersama, dan menetap di Kabupaten Manokwari
dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak
melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
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6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran
tersebut dari pihak keluarga Penggugat dan ada upaya damai untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah
umur dan membutuhkan kasih sayang seorang Ibu (Penggugat), oleh
karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah
pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma
hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir
bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat
dengan Tergugat
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya
perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (|}

I chadap Penggugat N

I

3. Menjatuhkan Hak Hadhanah anak yang bernama Al

Kenzo Brajamusti bin Eko Tomasko dibawah asuhan Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan
tersebut Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat
tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan
Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Stn. pertama tanggal 05 November 2021, kedua
tanggal 17 November 2021 dan ketiga tanggal 24 November 2021 serta tidak
terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara
Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat
kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk
dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita poin 7 dan petitum poin 3 dicabut
oleh Penggugat tentang hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka
tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena
perkara a quo mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap
dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama || EGzG

I < tog0al 04 Agustus 2020, yang
dikeluarkan oleh | IIEGNNEEEEEEEEEEEEEE ki
surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen,
lalu ditandatangani dan diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas hama Penggugat dan

Tergugat Nomor | 2o

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Y ikt surat
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tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu
ditandatangani dan diberi kode bukti (P.2);
B. Alat Bukti Saksi:

€ |
tempat dan tanggal lahir || |G o B tahun,
agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
tempat kediaman di |
[ c'i bavvah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [}

I uur 1 tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
berumah tangga di [l kemudia pindah ke | EEE;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena
selisih paham dan Tergugat sering berkata kasar dan
mengucapkan kata cerai

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini
tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Pengugat;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk tidak bercerai
dengan Terggat namun tidak berhasil;
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2 cpat dan tanggal lahir
I ' B tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Salon, tempat kediaman di || GGG

B (i bavah sumpahnya memberikan  keterangan
sebagai berikut:

(@

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebagai teman dekat Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [}
]

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di |l kemudia pindah ke | E;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena
selisih paham dan Tergugat sering berkata kasar dan
mengucapkan kata cerai

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini
tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat yang pergi
meninggalkan Pengugat;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk tidak bercerai
dengan Terggat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan
menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan
serta tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat,
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
telah menghadap sendiri (in person) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara
ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh Majelis Hakim, akan tetapi Tergugat
tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk
menghadap ke persidangan, serta tidak datangnya bukan disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di
persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan
beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian,
Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat
di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana
diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dibacakan di
persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan mencabut
posita poin 7 dan petitum poin 3 mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak
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pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim tidak dapat
mendengar bantahan atau jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi:

\'

A Ga Y allls b congalg el alSa e aSla ) 20 e

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah
haknya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak
keberatan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan
Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara
perceraian (person recht) merupakan masalah rumah tangga yang
mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan
perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana
ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif
persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283
R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi yang
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan
bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah
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bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti
tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di
wilayah Kabupaten Jayapura sementara Tergugat betempat tinggal di wilayah
Kota Manokwari, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata), telah
terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Jayapura dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dibantah
sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870
KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan
Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara
sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat merasa
memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah
sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870
KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg) telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 26 Maret 2020 sehingga keduanya
berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau legitima persona standi in
judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa
serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg jo.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat
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(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi
syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan
tentang sebab-sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut
mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran yang pada
puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun
2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan
saling berkaitan dan berhubungan (link and match), meskipun keterangan
saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas
(vrijbewijskracht) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, namun karena saksi-
saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (Recht
Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab/alasan hukum
(Vreem de Oozaak), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perselsihan
dan pertengakaran yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan
Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi
tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat
diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata
terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang puncaknya
sejak bulan Desember tahun 2020 atau kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan
Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan sampai
sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama Penggugat lagi;

Halaman10
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan
merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Penggugat untuk berfikir
terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, akan
tetapi selama itu Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah
rumah tangganya dengan Penggugat, dan tidak pula mengirim kabar beritanya,
dan akhirnya Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan
mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang
sudah pecah (broken marriage) karena sudah tidak mungkin dapat
dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian
tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al
Qur’an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat
bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif
terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga
yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan
penderitaan (mafsadat) daripada kebaikan (maslahat) bagi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,
maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan
cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik
dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan
mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis
maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim
memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah

tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmabh;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari
Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat
majelis yang berbunyi:

day Lae oI OS5 7z 5 M <l jiol o) An g 3l Ay il (o) W go0 ot 13

4l 43l il Legis molaYl (o il oo g Lagllial G 8 el ol 52 4ne
Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;
Dan berdasarkan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi,
majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambilalih menjadi
pendapat Majelis sendiri:
Ailh Gl e (ilh g g3 A g 3l A8 pae 0 131
Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan
talak satu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim menilai
terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian
sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan
sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim perlu
mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih
sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ul sl ladl e slaall

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir)
jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup
alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak
sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka
dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat [ EGCNGEEEEE
terhadap Penggugat [IEEEEEEEEG

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak
bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus
melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah
jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide:

pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan
ini;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [}

I t-rhadap Penggugat [
I

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp.840.000,00(delapan ratus empat puluh ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sentani dalam permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 24 Rabi’'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky
S. Dasy, S.H.l.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.l., M.H.l. dan
Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan
dibantu Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd
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Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.l., M.H.

Ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H. Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mardawiah, M.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp720.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp840.000,00

(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
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